BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan hukum terhadap kegiatan pertambangan pasir ini cukup jelas
bahwa tambang pasir ini ini ilegal, selain itu pada Peraturan Daeran No 8
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 — 2031
tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap dampak dan akibat dari pertambangan yang
dilakukan dalam Kawasan Perlindungan Setempat.

2. Dalam meminimalisir pertambangan pasir tanpa izin yang ada di Desa
Bulontala timur ini belum mendapatkan hasil yang maksimal ini karena
kurangnya sosialisasi dan pengawasan pemerintah terhadap masyarakat
khususnya yang ada di daerah terpencil selain itu pemerintah Provinsi
dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi
mengalami rasa dilematis, apabila di hentikan maka ini dapat menambah
angka pengangguran yang ada di desa Bulontala Timur dan apabila di
lanjutkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

5.2 Saran

1. Perlunya adanya ketegasan pemerintah daerah dalam melindungi Sungai

Bone dan Anak Sungainya karena sungai ini termasuk Kawasan

Perlindungan Setempat seperti yang ada dalam Pasal 27 Peraturan Daerah
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Bone Bolango Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2011 — 2031.

. Perlunya peningkatan Sosialisai Hukum dan pengawasan terhadap
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2011 — 2031 yang dilaluakan di desa-desa terpencil salah satunya
yang di Desa Bulontala Timur.

Melakukan proses hukum dan menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan-
peraturan yang berlaku jika terdapat penyimpangan.

. Perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak dalam mencegah terjadinya

penambangan pasir
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